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KXLOMPOK KERJA PRAKARSA STRATEGIS
STRATEGI KEWASPADAAN DINI DATAM RANGKA PELESTARIAN NEGARA

KESAruAN RETBIIK INDONESIA (NKRI)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

Bahwa berbagai konflik dan gejala sosial polifik yang terXadi di
tanah air berptensi mengancam disintegras i bangsa;

bahwa dalam menangani, mengatisipasi serta mencega h bahaya
disintegrasi bangsa, Pemerintah memerlukan sistem detelai dini
yang mampu memberikan penngatan dini terhadap munculnya
gejala konflik sosial politik;

bahwa sesuai dengan fugasnya, Badan perencanaan pembanganan
Nasional melaksanakan prakarsa Strategis untuk membangun sistem
kewaspadazn dini yang bersifat lintas sektor;

bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tercanitm pada
huruf a dzn b dratas, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja
Strategi Kewaspadaan Dini dalam rangka pelestarian NKRI;

e.bahwa...
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e bahwa mereka yang tercanfiim dalam Iampiran Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan
tugas dalam kenggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam ht;rrfi
d;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor IO1 Tahtx 2OOl
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Keputusan presiden Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2OO2;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor lO2 Tahun 2OOl
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Ke{a Menteri Negara sebag aimana telah
diubah bebrapa kali teralrhir dengan Keputusan presiden Republik
Indonesia Nomor 22 tahun 2OO4;

3. Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor tOS Tahun ZOOI
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerla trmbaga pemerintah Non_Departemen
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Republik
Indonesia Nomor B Tahun 2OO2;

Kepufusan Menteri Negara perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional No.
KEP.O 50,/M. PPN / 0 g / ZOO Z tentang Organisasi dan T ata Kery.a Ibntor
Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Badan
P er e nc anaan P embangunan Nasional I

Mengingat: 1

Menetapkan

PERTAMA

4

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAT / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG KELOMPOK KERJA PRAKARSA STRATEGIS:
STRATEGI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA PELESTARIAN
NEGARA KESAruAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

Membentuk Kelompok .Kerja Strategi Kewaspadaan Dini Dalam
Rangka Pelestarian Negara Kesatuan Reppublik Indonesia (NKRI)
dengan susunan keanggoraan sebagaimana tercantum di dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...
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KEDUA

KETIGA

KETTIUH

KEDELAPAN :

KESEMBILAN:

KESIPULUH

Pembentukan Kelompok Kerja ditujukan untuk membangun sistem
kewaspadaan dini yang mampu mendeteksi recaru dini gejala
konflik secara efekfif dan efisien.

Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum PIRTAMA
terdiri dari Tim pengarah, Tim pelaksana, Tim penlrusun
Rekomendasi Kebijakan Cf"RK) dan Focus Group of Discussion
GGD).

Tim Pengarah bertngas mengambil keputusan atas kebijakan yang
dihasilkan dai pelaksanaan prakarsa strategis.

Dalam Inal diperlukan Wrvbahan, Ketua Tim petgarah dapat
melakukan Wrubahan atas susunan keanggotaan Kelompok Kerja
Kajian Prakarsa Strategis Strategi Kewaspadaan Dini Dalam nangL
Pelestarian NKRI.

Tim Pelaksana bertugas memfasilitasi
pelakanaan prakarsa strategis.

dan mengkoordinasikan

Tim Penyrrsun Rekomendasi Kebijakan (IpRK) bertugas melakukan
analisis, penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil
pengumpulan dan analisis data serta masukan dari Feus Gtoup of
Discussion (FGD).

Focus Group of Discussion (FGD) berttqas memberikan masukan
dai berbagai aspek terhadap substansi prakarca Strategis kepada
Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan;

Kelompok Kerja bertanggungawab kepada
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
memberikan laporan atas perkemba ngan kegiatan.

Menteri Negara
Bappenas dan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok
Ke{a Ikjian Prakarsa Strategis Strategi Kewaspadaan Dini Dalam
Rangka Pelestarian NKRI ini dibebankan pada Anggaran
Pembangunan dan Belanja Nasional, Kantor Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan
Pembangunan Nasional.

KESEBELAS:. . .

KEEMPAT :

KETIMA :

KEENAM :
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KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal drtetapkan, dengan ketentuan
apabll^ dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan rebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Padatanggal:

: Jakarta
31 Mei 2 004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PEREN--6;1 AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

GIE

Menteri Koordinator Bidang Polkam;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Luar Negeri;
Menteri Pertahanan;
Menteri Negara Kominfo;
lhpala Poliri Republik Indonesial
Sestama bmbaga Inforrnasi Nasional;
Kepala Badan Intelden Negaral
Ketua kmhanas;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembanganan;
Gubernur Daerah I0rusus Papua;
Direktur Jende r al Anggarun, Departemen Keuanganl
Kepala lGntor Perbendaharaan dan Kas Negaru Jakarta lll;
Inspektur Utama;
Yang bersangkutan unfu k dipergunakan sebagaimana mestinya.

K

1.

2.
J.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

1,4.

15.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MEMG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 164 a /M.ppN/OS/2004
TANGGAL : 3t 711si 2694

SUSIINAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KE\JA PRAKARSA STRATEGIS

STRATEGI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA PELESTARIAN
NEGARA KESAruAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

1. Tim Pengarah
Kefua : Deputi Bidang polifik, perlahanan dan Keamananpappenas
fuiggota : 1. Staf Ahli Meneg ppN Bidang percepatan pemb. KTL/KT, Bappenas

2. Dirjen Kesatuan Bangsa dan politik, Departemen Dalam Negeri
3. staf Ahri Meneg Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi

Intemasional, Kantor Meneg Kominfo
4. Sestama l*mbaga Informasi Nasional
5. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,Kantor Menko

polkam

6
7

8
9

Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika - Departemen Luar Negeri
Kadit 25 - Badan Intelijen Negara
Dirjen Strategi Pertahanan - Departemen pertahanan

2. Tim Pelaksana
Ketua

Anggota

. Sestama Lemhanas
IO.SES NCB Interpol Indonesia
l l.Ketua Bappeda Proyinsi Daerah IOrusus papua
12. Sekda Kantor Gubernur papua - pnrvinsi Daerah Khusus papua

: Direkfur Politik, Komunikasi dan Informasi, Bappenas
: 1. Direkfur Pertahanan dan Keamanan, Bappenas
2. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah,Bappenas
3. Direktur Pengembangan Kaw. Khusus danTertinggal, Bappenas
4. Setdifien Kesbang, Departemen Dalam Negeri
5. Direktur Penanganan Konflik, Diljen Kesbangpol, Departemen

Dalam Negeri

6. Kepala.. .
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6. Kepala Biro Perencanaan - Kementerian Komunikasi dan
Informasi
Kepala Biro Perencanaan - kmbaga Informasi Nasional
Kepala Biro Perencanaan - Departemen Luar Negeri
Kepala Biro DatarPerencanaan, dan Organisasi - Kantor Menko
Polkam

1O. Direktur Kebijaksanaan Strategi, Dirjen Strategi pertahanan -
Departemen Perlahanan

1 l.Iksubdit 12.2 - Badan Intelijen Nasional
l2.Asisten Deputi Konflik Sosial, Depufi Bidang Koordinasi Kesatuan

Bangsa, Kantor Menko polkam

3. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK)

I. Drs. Freddy H Tulung, MUA - Bappenas
2. Dra. Rd Siliwanti, MPIA - Bappenas
3. Drs. Otho H Hadi, MA - Bappenas
4. Erwin Dimas, SE, DEA - Bappenas
5. Drs. Indrajaya, MSc - Bap nas
6. Kurniawan Ariadi, SIP, Mcom - Bappenas

4. Focus Group of Discussion (FGD)
1. Dr. Ir. Bima HaiawTUrsana - Bappenas
2. lr. Slamet Sudarsono, MPp - Bappenas
3. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRp - Bappenas
4. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSp - Bappenas
5. Drs. Bogat Widyatmoko, SE, MA - Bappenas
6. Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc - Bap nas
7. lr. Eddy Safry4 MA - Bappenas
8. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc - Bappenas

KEPALA BADAN PERENC--v-=1

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
PEMBANGUNAN NASIONAL,

EKWI


